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ABSTRACT 
Background: The harshness of the war on narcotics ironically did not bring significant 
improvements to reduce the number of illicit drug trafficking or the level of drug use or 
abuse. In addition, the war on narcotics also caused law enforcement efforts in narcotics 
cases to be far from compliance with fair trial norms. The problems raised from this study 
regarding the factors causing police officers to commit entrapment, Engineering and 
Deceptive Techniques which ended in giving false testimony (Testilying) in Court in 
narcotics cases, how the Supreme Court Judge's decision is reviewed from moral 
principles. The type of research used is pure normative legal research, namely research 
that focuses on studying secondary legal materials and then analyzed using the logic of 
legal science. The results of this study are that the three investigative techniques in the 
form of entrapment, engineering and deceptive techniques are techniques that are not 
allowed in the Criminal Justice System in Indonesia, because this technique will also end 
in police testilying. The implementation of this technique occurs due to several factors, 
including public support for this practice, the high target of arrests by the police in 
narcotics cases and the performance of the police from the arrest indicator so that the war 
on drugs becomes the wrong target. 

 
This is an open access article under the CC–BY-SA license. 

 

INTRODUCTIONS 

Saat ini negara kita Indonesia sekarang telah dijadikan tempat pemasaran bahkan dijadikan sebagai 

produsen untuk  narkotika. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan 

negara. Hal ini yang menyebabkan Pemerintah bersama-sama Kepolisian berkomitmen untuk terus 

melancarkan perang terhadap narkoba. Merupakan suatu fakta hukum bahwa kasus narkotika dan 

psikotropika menyeret tersangka baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan sedangkan  barang bukti 

tindak pidana narkotika yang berhasil disita antara lain yaitu jenis narkotika seperti ganja, sabu-sabu, 

selain jenis-jenis narkotika tersebut juga ditemukan benda-benda atau alat yang ada pada tersangka seperti 

tas, uang, kantong plastik, timbangan, alat suntik, kendaraan dan benda-benda lain yang digunakan 

tersangka dalam melakukan tindak pidana narkotika (Widijowati & Daniel, 2022). 

https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
mailto:aevisrihandayati2020@gmail.com
mailto:banasamarulloh@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Volume 14 No. 1. Mei  2025                       https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index 

 

575 
 

Keseriusan Indonesia untuk memberantas peredaran gelap narkotika juga tercermin dalam Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015. 

Melalui instruksi presiden ini, Indonesia mencanangkan gerakan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba.” 

Indonesia yang seratus persen bersih dari narkotika seperti ditahbiskan menjadi tujuan suci Indonesia 

melalui paket peraturan tersebut (Dhadhilia & Pujiyono, 2024). Strategi nasional itu memuat upaya 

Indonesia di 4 (empat) bidang yakni pencegahan; pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi; dan 

pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pembacaan lebih cermat terhadap isi peraturan-peraturan 

tersebut akan mengungkapkan pendekatan Indonesia yang represif terhadap persoalan peredaran gelap 

narkotika. Dapat dikatakan, paket peraturan tersebut menjadi panduan bagi Indonesia untuk melakukan 

perang terhadap narkotika (war on drugs) (Gunawan, 2012). 

Kerasnya perang terhadap narkotika tersebut ironisnya tidak membawa perbaikan yang cukup 

signifikan untuk menurunkan angka peredaran gelap narkotika maupun tingkat pemakaian atau 

penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional mengungkap 49 jaringan narkotika internasional 

dan nasional yang telah menyasar seluruh kalangan di desa dan kota di Indonesia(Guntara et al., 2024). 

Prevalensi pengguna narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang sehingga perlu sinergi 

kuat anta rlembaga dan warga untuk memberantas narkorba. Kepala BNN Komisaris Jenderal Petrus 

Reinhard Golose menjelaskan, Indonesia masih menjadi pasar potensial peredaraan narkotika. Hal itu 

dilihat dari hasil sitaan barang haram dan tingkat prevalensi yang masih tinggi. ”Sepanjang 2022, BNN 

menangkap 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional,” kata Petrus dalam keterangan resminya . 

Terbaru, melalui operasi gabungan pada pada 24 Febuari 2023, BNN mengungkap jaringan narkotika 

internasional yang melibatkan 8 warga negara Iran dengan barang bukti 319 kilogram sabu. (Adri, 2023) 

Indonesia is currently facing a significant crisis regarding the trafficking and use of narcotics, which 

poses a severe threat to national security and public health. The government's commitment to combating 

this issue is reflected in various initiatives, including the declaration of a "War on Drugs" led by the 

National Narcotics Board (BNN) and endorsed by the President through the National Strategy for Drug 

Abuse Prevention and Eradication policy. This strategy emphasizes prevention, community 

empowerment, rehabilitation, and strict law enforcement (Widijowati & Daniel, 2022; , Dhadhilia & 

Pujiyono, 2024). 

The increase in narcotics-related crimes is alarming, with the BNN estimating that approximately 

4.8 million Indonesians currently use drugs (Guntara et al., 2024). Law enforcement has uncovered 

networks involved in international narcotics trafficking, demonstrating the sophisticated methods 

employed by traffickers (Misbach et al., 2023; , Bagus et al., 2023). Recent statistics indicate that in 2022 

alone, BNN dismantled 49 domestic and international drug syndicates, seizing significant amounts of 

illegal substances (Efendi & Handoko, 2022). 

Despite these measures, the effectiveness of the Indonesian approach remains questionable. Critics 

argue that the punitive framework surrounding narcotics laws, largely due to Law Number 35 of 2009, 

does not adequately address the complexities of drug addiction and trafficking (Sopian et al., 2023; , 

(Ramadani et al., 2021). Cases such as Ket San's, where wrongful arrests emphasize the flaws in law 

enforcement, showcase the urgent need for reform in legal practices to adhere to principles of fairness and 

justice (Jainah, 2022). The Supreme Court’s decision to acquit Ket San due to the unreliability of police 

testimonies further highlights systemic issues within the enforcement of narcotics laws (Ramadani et al., 

2021). 
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Moreover, addiction is often treated as a criminal issue rather than a public health problem, leading 

to inadequate rehabilitation efforts (Guntara et al., 2024). The existing legal framework has faced calls 

for modernization towards a more humane and rehabilitative approach, shifting away from incarceration 

and towards societal reintegration for drug users (Qadarisman et al., 2023; , Pratiwi, 2024). The ongoing 

debate emphasizes the need to balance strict law enforcement with effective rehabilitation programs, 

mirroring successful models from other countries (Ahmad, 2024). 

 

Selain itu, perang terhadap narkotika juga menyebabkan upaya penegakan hukum di kasus 

narkotika jauh dari kepatuhan terhadap norma-norma peradilan yang jujur (fair trial). Salah satunya adalah 

kasus Ket San melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010, sebuah putusan yang 

dapat memberikan dampak positif bagi upaya untuk menunjukkan bahwa ada yang keliru dengan 

pendekatan perang terhadap narkotika yang telah dijalankan oleh Indonesia. Ket San adalah seorang yang 

didakwa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas (Kalimantan Barat) dengan Undang-Undang 

Psikotropika (Ramadani et al., 2021). Dia diputus bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak 

memiliki dan membawa psikotropika golongan I jenis ekstasi oleh Pengadilan Negeri Sambas. Putusan 

ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak. Tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh 

Mahkamah Agung. Ket San dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Salah satu 

pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam putusannya adalah perihal kedudukan dua orang polisi 

yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi di persidangan. Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa keterangan saksi dua orang anggota polisi tersebut “tidak dapat diterima dan 

kebenarannya sangat diragukan.” Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan 

Pasal 185 ayat (6) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang menyatakan bahwa keterangan 

saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur.” Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang 

polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai 

polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam 

arti berujung pada penghukuman bagi. Apakahkah yang menjadi faktor penyebab anggota kepolisian 

melakukan penjebakan (entrapment), Rekayasa dan Tehnik Deceptive yang berujung dengan memberikan 

kesaksian bohong (Testilying) di Pengadilan dalam kasus narkotika  dan Bagamainakah putusan Hakim 

Mahkamah Agung di tinjau dari kaidah moral? 

 

RESEARCH METHOD 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif 

murni. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang 

lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di 

perpustakaan, atau milik pribadi. 

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari : 

✓ Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran: 

1. UUD Negara Kesatuan RI tahun 1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 
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4. Undang-Undang No 35 tahun 1999 tentang Narkotika 

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 

✓ Bahan – bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari 

buku, Kamus Besar Bahasa  Indonesia, hasil penelitian, catatan penulis selama persidangan dan 

internet.  

✓ Bahan tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan  terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, agar diperoleh informasi yang terbaru dan 

berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan diperoleh harus 

relevan dan mutahir.( Sugiono 2016) 

Setelah bahan hukum terkumpul oleh karena dalam penelitian hukum dapat menggunakan 

pendekatan hukum normatif, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis 

dengan menggunakan logika keilmuan hukum, dimana penelitiaan hukum normatif adalah suatu prosedur 

penelitian ilmiah untuk menemukan  kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya 

. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah 

bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; library based, focusing on reading and analysis 

of the primary and secondary materials .(Dr. Johnny Ibrahim, S.H., 2006)  

 

RESULT AND DISCUSSION 

Research Results and Discussion  

A. Penjebakan (Entrapment), Rekayasa dan Teknik Deceptive 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia menegaskan pentingnya beberapa teknik 

investigasi untuk membongkar jaringan sindikat peredaran gelap narkotika, termasuk pembelian 

terselubung (undercover buying) dan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery). Pembelian 

terselubung dilakukan dengan menyamar atau menyusup ke dalam jaringan peredaran narkoba untuk 

mengumpulkan bukti. Sebaliknya, penyerahan di bawah pengawasan memungkinkan pihak berwenang 

mengawasi transaksi narkoba sambil membiarkan transaksi berlangsung. Kedua teknik ini harus 

dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis dari pemimpin setelah mengidentifikasi pola, aktor, dan 

metode yang terlibat (Qiram, 2022) dan (Jainah, 2022) . 

Meskipun kedua teknik investigasi tersebut dirancang untuk menangkap pelaku kejahatan, ada 

kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan, khususnya terkait penjebakan. Penjebakan dapat 

diartikan sebagai tindakan aparat penegak hukum yang membujuk seseorang tanpa niat jahat untuk 

melakukan tindak pidana, sehingga memunculkan kritik mengenai etika dan keabsahan dari tindakan 

tersebut. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari pakar hukum yang menyatakan bahwa praktik penjebakan 

harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menciptakan tindakan pidana di mana tidak ada niat 

sebelumnya untuk melakukannya (Jainah, 2022; . 

Penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan harus selalu 

didorong oleh adanya "probable cause" atau keadaan yang memberikan alasan kuat untuk melaksanakan 

tindakan tersebut, sehingga kedua teknik ini lebih berfokus pada pengungkapan kejahatan terorganisir 

Qiram, 2022). Namun, perlunya pengaturan lebih lanjut dalam konteks hukum acara pidana menjadi 

penting, mengingat UU Narkotika tidak menyentuh mekanisme pelaksanaannya secara rinci. Peneliti dari 
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Institute for Criminal Justice Reform, Girlie Ginting, menekankan bahwa aturan yang jelas terkait 

kewenangan ini seharusnya lebih mudah diakses oleh pencari keadilan Qiram, 2022). 

Selain penjebakan, istilah rekayasa dan teknik deceptive juga muncul dalam konteks hukum. 

Dalam putusan Mahkamah Agung terhadap kasus tertentu, ada pengakuan bahwa pola penangkapan yang 

dilakukan mengandung unsur rekayasa. Ini menyoroti pentingnya kejelasan hukum terkait teknik-teknik 

investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Jainah, 2022); . Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam menggali informasi dan menindak pelanggaran, keadilan harus dijunjung tinggi, dan penegakan 

hukum harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, meskipun Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum untuk menangkap dan menuntut pelaku tindak 

pidana narkotika, masih ada tantangan besar dalam penerapan dan pengawasan teknik investigasi ini 

untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Jainah, 2022; Qiram, 2022). 

Selain Jebakan, ada juga istilah Rekayasa dan Teknik Deceptive Mahkamah Agung telah 

menyebutkan bahwa pola penangkapan seperti dalam Ket San mengandung unsur rekayasa. Istilah-istilah 

yang muncul itu adalah: penjebakan, rekayasa, dan teknik deceptive (teknik investigasi yang 

memanipulasi pikiran tetapi tidak dalam makna tindak pidana penipuan). Black’s Law Dictionary (edisi 

ke delapan) mendefinisikan penjebakan (entrapment) sebagai: 1. “A law-enforcement officer’s or 

government agent’s inducement of a person to commit a crime, by means of fraud or undue persuasion, 

in an attempt to later bring a criminal prosecution against that person.” Terjemahan lepas: tindakan 

pengarahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah terhadap seseorang 

untuk melakukan tindak pidana dengan cara yang menipu atau ajakan yang tidak patut, dengan tujuan 

yang nantinya akan mendakwakan tindak pidana terhadap orang tersebut. 2. “The affirmative defense of 

having been so induced.” Terjemahan lepas: pembelaan afirmatif bahwa seseorang telah diarahkan 

(secara tidak patut). Definisi yang diberikan oleh Black’s Law Dictionary tidak terlalu memberikan syarat 

yang ketat apakah orang yang dijebak itu adalah orang yang memang telah memiliki niat awal untuk 

melakukan tindak pidana atau tidak ((Jainah, 2022). Seperti yang diungkapkan oleh Rollin M. Perkins 

dan Ronald N. Boyce, bahwa penjebakan adalah sesuatu hal yang wajar yang dilakukan dengan tujuan 

yang secara sosial memang diinginkan, yakni menangkap dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi 

sayangnya kata “penjebakan” memiliki konotasi yang tidak mengenakkan ; (Qiram, 2022). Menurut 

Perkins dan Boyce, sepertinya tidak ada yang keliru dengan menyiapkan perangkap penjebakan guna 

menangkap pelaku kejahatan selama orang tersebut memang berniat dari awal untuk melakukan 

kejahatan. Apa yang tidak dapat diterima seharusnya adalah apabila niat tersebut dipicu atau diarahkan 

oleh aparat penegak hukum.  

Entapment atau penjebakan merupakan konsep hukum yang penting dalam konteks penegakan 

hukum, terutama di Indonesia, di mana undang-undang tentang narkotika mencakup teknik investigasi 

seperti pembelian terselubung. Validitas entrapment dapat diuji melalui dua ujian: ujian subjektif dan 

objektif. Tujuan subjektif penjebakan adalah untuk melindungi individu yang tidak bersalah, sementara 

tujuan objektifnya adalah untuk memungkinkan penegak hukum menangkap pelaku kejahatan tanpa 

melanggar norma hukum (Manik & Ravizki, 2024; Amrullah et al., 2023). 

Perkins dan Boyce menjelaskan bahwa penjebakan dapat menyasar dua kelompok orang: 

pertama, mereka yang tidak memiliki niat jahat tetapi terpaksa melakukan tindak pidana karena pengaruh 

aparat hukum; kedua, mereka yang memang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Dalam 

kategori pertama, penjebakan tidak dapat dibenarkan. Untuk kategori kedua, penjebakan mungkin 

memiliki justifikasi. Istilah penjebakan sering kali memiliki konotasi negatif, tetapi dalam praktiknya, 
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penjebakan bisa diterapkan secara sah di sebagian besar yurisdiksi, asalkan dilaksanakan dengan cermat 

Amrullah et al., 2023). 

Undang-Undang Narkotika di Indonesia menyebutkan teknik pembelian terselubung sebagai 

bagian dari penegakan hukum, namun ketiadaan perangkat hukum yang jelas mengenai penerapannya 

membuat legalitasnya diragukan. Kategori ini membantu untuk memahami bahwa penjebakan, dalam 

konteks politik dan hukum, bisa juga diartikan sebagai tindakan rekayasa Amrullah et al., 2023). 

Teknik deceptive, sebagaimana dijelaskan oleh Manik dan Ravizki, mengacu pada praktik 

penegakan hukum yang sering digunakan dalam tahap investigasi. Metode ini bisa menghasilkan 

tantangan bagi sistem hukum, terutama dalam mempertahankan integritas dan keadilan (Manik & 

Ravizki, 2024; . 

Oleh karena itu, meskipun entrapment sebagai konsep bisa dipahami dari dua perspektif yang 

berbeda, penegakan hukum yang serius tetap harus berorientasi pada keadilan dan penghormatan terhadap 

hak asasi manusia. Praktik penjebakan, dalam konteks hukum narkotika di Indonesia, memerlukan 

perhatian dan pengaturan yang lebih rinci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan 

keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Manik & Ravizki, 2024; Amrullah et al., 2023). 

Hal ini wajar, mengingat di persidangan keterangan saksi diucapkan di bawah sumpah di hadapan 

hakim yang bisa menguji validitas kebenaran kesaksian tersebut. Kesaksian yang menipu (testimonial 

deception) sepertinya dapat dimasukkan ke dalam kategori testilying yang telah dibahas sebelumnya, 

walaupun mungkin akan sulit untuk menarik garis pembeda. Kesaksian yang menipu mungkin saja tidak 

serta merta berbohong (Amrullah et al., 2023). Kesaksian yang menipu sepertinya lebih kepada 

bagaimana polisi menyampaikan keterangannya dan merangkai kata yang diucapnya sehingga memberi 

kesan bahwa apa yang dia sampaikan tersebut bukanlah kebohongan. Berbeda dengan kesaksianbohong, 

dimana keterangan yang disampaikan adalah murni pernyataan yang tidak jujur. Skolnick mengangkat 

satu istilah yang membedakan dengan testimonial deception yakni perjury (ekuivalen dengan keterangan 

palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP). Menurut Skolnick, polisi akan dengan bebas 

mengakui bahwa mereka melakukan teknik deceptive tetapi tidak dengan perjury (keterangan 

palsu).Tetapi sepertinya ada bukti yang mendukung bahwa tindakan keterangan palsu tersebut diterima 

sebagai cara untuk mencapai tujuan penghukuman. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan 

sebelumnya soal testilying.(Gunawan, 2012)  

 

B. Penjebakan berujung pada kesaksian bohong (testilying) 

Pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia memiliki justifikasi sosial yang kuat, 

mengingat dampak merusak yang ditimbulkan oleh narkotika terhadap masyarakat. Setiap anggota 

masyarakat berpotensi terdampak dan memiliki kepentingan untuk tidak terlibat dalam peredaran tersebut. 

Sekali terperangkap, sulit untuk keluar dari lingkaran kejahatan narkoba. Dalam konteks ini, tindakan 

pemberantasan menjadi sangat diinginkan Kurniawan et al. (2020)Nurmalita & Megawati, 2022). 

Namun, penting untuk diakui bahwa kebijakan perang terhadap narkotika dapat menjadi pemicu 

munculnya praktik testilying, yaitu kesaksian bohong yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam 

kasus-kasus narkotika. Kebijakan yang mendorong polisi untuk tampil agresif dalam memberantas 

narkotika sering kali menyimpan risiko, di mana mereka mungkin terpaksa memberikan keterangan yang 

tidak benar untuk memenuhi tuntutan produksi kasus yang tinggi (Tumanggor et al., 2023; . Oleh karena 

itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk mencegah praktik tersebut, 

sehingga penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip keadilan dan martabat. 
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Praktik testilying sering kali berhubungan dengan isu penyiksaan dan manipulasi fakta yang 

dilakukan selama proses penyidikan. Akibatnya, kebenaran faktual dari suatu kasus bisa menjadi kabur 

dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus yang tidak 

melibatkan kekerasan, kesaksian orang yang tidak bersalah bisa saja dihasilkan oleh tekanan atau paksaan 

dari pihak penegak hukum (Tumanggor et al., 2023; . 

Oleh karena itu, untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan etis dalam pemberantasan 

narkotika, Indonesia perlu mengevaluasi secara kritis pendekatan perang terhadap narkotika. Hal ini 

termasuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan perlunya perlindungan 

terhadap hak individu, serta menghindari praktik testilying yang merugikan pihak-pihak yang tidak 

bersalah dalam proses penegakan hukum (Tumanggor et al., 2023; Ahmad, 2024). 

 

C. Teori hukum tentang efektivitas hukum 

Dalam konteks teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, terdapat 

tiga aspek penting yang harus ada agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif, yaitu Struktur Hukum 

(Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance), dan Budaya Hukum (Legal Culture) (Mahanani, 

2019; , Magna & Karisma, 2025). Ketiga elemen ini harus saling terkait dan mendukung satu sama lain 

untuk mencapai pengelolaan hukum yang optimal. Namun, dalam realitas saat ini, budaya hukum di 

masyarakat Indonesia cenderung terfokus pada model kontrol kriminal (Crime Control Model) yang 

mengedepankan keadilan retributif (Retributive Justice). Paradigma ini lebih menekankan pada 

pemenuhan ketertiban umum dan membalas tindakan kriminal yang terjadi, sering kali mengabaikan 

aspek rehabilitasi dan pemulihan (Tumanggor et al., 2023). 

Kondisi ini berpotensi memicu praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, seperti testilying, di 

mana kesaksian tidak benar diberikan untuk memperkuat kasus hukum. Jika kebijakan perang terhadap 

narkotika memicu tindakan semacam ini, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan 

tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keadilan (Sulaksono, 2023). Praktik testilying 

sering kali menjadi hasil dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada, di mana 

individualisme dan nilai-nilai yang berorientasi pada penghukuman lebih diutamakan, ketimbang mencari 

solusi yang berlandaskan pada pemulihan (Widayati, 2022). 

Untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dan kebutuhan untuk 

memberantas kriminalitas, penting bagi pelaku hukum dan pemerintah untuk melakukan sosialisasi 

mengenai pentingnya budaya hukum yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia (Mastorat, 

2020). Dengan menjalankan prinsip-prinsip hukum progresif, diharapkan keadilan tidak semata-mata 

diukur dari banyaknya pelanggaran yang dihukum, tetapi juga dari cara hukum dijalankan dan 

diinternalisasi dalam masyarakat (Mahanani, 2019; , Magna & Karisma, 2025). 

Oleh karena itu, reformasi hukum yang menyeluruh—termasuk kedalaman struktur hukum, 

substansi hukum yang responsif terhadap rakyat, dan budaya hukum yang mendukung nilai-nilai 

keadilan—merupakan prasyarat yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan sistem hukum yang 

efektif (Angraini, 2025; , Lathifah et al., 2022). 

a. Legal Structure; 

Berbagai ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan ditetapkannya 

Undang-Undang   No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian  

pengaturan mengenai pengawasan dan penggunaan               narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No 

22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-

https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index


Volume 14 No. 1. Mei  2025                       https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index 

 

581 
 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika tahun 2009), karena 

Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan 

peredaran gelap narkotika. Ditambah lagi Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Kepolisian yang 

memeberikan peluang diskresi bagi polisi yang melakukan penangkapan. 

b. Legal Substance; 

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menetapkan tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, 

penerapan diskresi oleh polisi dan jaksa menjadi sangat krusial. Diskresi ini pada dasarnya tergantung 

pada subjektivitas penegak hukum yang bersangkutan. Apabila penegak hukum menjalankan tugasnya 

dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, penerapan diskresi dapat menciptakan rasa 

keadilan dan ketenteraman di masyarakat Nasution et al. (2023). 

Namun, jika penegak hukum tidak mematuhi nilai-nilai moral tersebut, efektivitas hukum dapat 

terganggu dan berujung pada kesewenangan. Praktik-praktik seperti testilying, di mana polisi 

memberikan kesaksian bohong di pengadilan, semakin memperburuk kredibilitas institusi penegakan 

hukum, baik di hadapan hakim maupun di masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan kebutuhan 

untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kredibilitas dan moralitas penegak hukum 

("Harmonizing Prosecution Agencies in Indonesia: Implementing the Dominus Litis Principle Policy", 

2024). 

Selanjutnya, hakim memiliki tanggung jawab untuk menguji kebenaran kesaksian yang diberikan. 

Mereka harus meneliti kesesuaian antara kesaksian satu dengan yang lainnya, serta 

mempertimbangkan latar belakang saksi guna mengidentifikasi potensi konflik kepentingan (Ferawati, 

2023). Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). Praktik testilying tidak hanya mengkhianati sistem hukum, tetapi juga 

berpotensi merugikan tersangka yang mungkin memberikan pengakuan palsu tanpa adanya tekanan 

fisik, mengingat saksi polisi yang memberikan kesaksian tampak meyakinkan (Mandala & Insan, 

2023). 

Di sisi lain, aspek budaya hukum di masyarakat juga memengaruhi penerapan diskresi. Saat 

masyarakat lebih mengedepankan model kontrol kriminal, hal ini menciptakan lingkungan di mana 

penegakan hukum cenderung berfokus pada pembalasan, bukan pada rehabilitasi atau pemulihan 

(Kayla et al., 2024). Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif di Indonesia memerlukan bukan 

hanya pembaharuan dalam struktur dan substansi hukum, tetapi juga transformasi budaya hukum yang 

mendukung nilai keadilan, moralitas, dan etika dalam setiap tindakan penegakan hukum (Anggraeni 

& Amrullah, 2023). 

Untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan efektif, kolaborasi antara lembaga penegak 

hukum dan masyarakat serta penegasan pentingnya etik dalam setiap kebijakan dan praktik penegakan 

hukum sangat diperlukan. Ini dapat membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap 

penegak hukum, sehingga rasa aman dan keadilan dapat terwujud dalam masyarakat ("Harmonizing 

Prosecution Agencies in Indonesia: Implementing the Dominus Litis Principle Policy", 2024). 

c. Legal Culture 

Pemberantasan peredaran gelap narkotika tentu memiliki justifikasi sosial yang kuat. Sepertinya 

setiap anggota masyarakat berkepentingan untuk tidak terlibat dalam atau berurusan dengan peredaran 

gelap narkotika. Sekali berurusan dengan hal ini, akan sulit untuk meninggalkannya dan bukan tidak 
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mungkin “terjebak”. Sehingga pemberantasan peredaran gelap narkotika menjadi sesuau yang 

dikehendaki (desirable). Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apabila pemicu testilying – terutama 

dalam kasus narkotika – faktor dominannya adalah kebijakan perang terhadap narkotika, solusi untuk 

mengatasi praktik testilying tersebut mensyaratkan untuk mengevaluasi kembali kebijakan perang 

terhadap narkotika itu sendiri. Selama perang terhadap narkotika mendorong polisi untuk bersaksi 

bohong dan masyarakat mengamini perilaku tersebut, maka praktik testilying akan sulit dihentikan. 

Dengan demikian kebijakan narkotika Indonesia perlu dievaluasi dengan harapan dapat 

menyeimbangkan dua tujuan, tanpa harus mengorbankan salah satu: memberantas peredaran gelap 

narkotika dan sekaligus menjaga martabat penegakan hukum. 

E. Teori hukum tentang moral dan hukum 

Dari paparan diatas kita dapat menarik benang merah bahwa penjebakan, rekayasa dan Teknik 

deceptive berlangsung terus menerus dan sudah merupakan rahasia umum dikalangan sesama penegak 

hukum. Salah satu nya yang menyebabkan praktek ini berkembang subur adalah ekspektasi Masyarakat 

terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika yang sangat tinggi sehingga begitu saja mengamini 

Tindakan-tindakan yang dilakukan Polisi atas dasar “demi tujuan yang lebih besar”. Semangat 

pemberantasan tindak pidana narkotika ini nampaknya begitu menggebu-gebu sehingga tanpa pandang 

bulu menggunakan berbagai cara sungguhpun bukan bandar sesungguhnya yang di tangkap. Ketika 

hukum positif tidak menjangkau keinginan Masyarakat yang sangat besar untuk memberantas tindak 

pidana narkotika secara massif maka polisi sebagai penegak hukum dan sekaligus pengayom Masyarakat 

menggunakan tindakan-tindakan yang tidak benar untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam hal ini polisi telah 

meninggalkan nilai moral yang ada di dalam memenuhi tuntutan itu bilamana penjebakan, rekayasa dan 

teknik deceptive tersebut dilakukan.  

Menyitir pendapat Hugo Sinzheimer, hukum senantiasa bergerak secara dinamis mengikuti tatanan 

sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga selalu berhadapan dengan hal-hal yang bersifat 

konkret dan manusia-manusia yang hidup . Oleh karenanya sudah seharusnya hukum tidak dipisahkan 

dari nilai dan moral. Hukum bukan hanya sebatas pada teks undang-undang dengan tujuan memberikan 

kepastian hukum, akan tetapi lebih dari itu bahwa undang-undang dapat ditafsirkan dengan tujuan 

memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam perkembangan hukum, keberadaan masyarakat 

menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan adagium populer 

yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero, Ibi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada 

hukum). Masyarakat membutuhkan struktur pemerintahan untuk menciptakan hukum yang memberikan 

keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang diharapkan tidak terlepas dari kaidah moral karena 

terbentuknya masyarakat yang teratur berasal dari perilaku moral yang baik. Thomas Aquinas 

berpendapat bahwa perintah moral mengandung nilai untuk melakukan hal baik dan menghindari yang 

jahat. Oleh karenanya perintah moral perlu dikonkretkan dalam bentuk aturan hukum yang berkeadilan. 

Dalam perkembangannya, positivisme hukum ini tentu tidak dapat dipertahankan sebagaimana pada saat 

dilahirkan karena masyarakat berkembang sedemikian cepatnya. Perkembangan masyarakat tidak dapat 

dilepaskan dari realitas sosial yang memang mengalami perubahan dari masa ke masa. Keberadaan hukum 

diharapkan menjadi jalan pemecahan bagi permasalahan yang muncul di masyarakat. Hukum yang 

terlepas dari moral tidak dapat menjangkau ke dasar masyarakat, tergerus dengan dinamika yang semakin 

berkembang dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan conflict of interest antara negara dengan 

masyarakat.(Wulandari, 2020) Jika demikian adanya, ketika polisi melakukan Tindakan yang 

bertentangan dengan moral akibat tuntutan Masyarakat yang tinggi maka ada yang salah dengan 
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hukumnya, seyogyanya hukum tentang pemberantasan narkotika itu ditinjau ulang agar tidak terjadi hal 

yang demikian terus menerus. 

Hakim Mahkamah agung dalam putusan kasus Ket San menurut penulis sudah melakukan yang 

seharusnya karena di dalam memutus perkara sudah berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan 

sebagai kaidah moral yang utama.  

Hakim Bismar Siregar berpendapat bahwa keadilan harus diletakkan di atas hukum sehingga dalam 

memutus suatu perkara hakim mendasarkan pada hati nurani dengan mencarikan peraturan yang mengatur 

mengenai perbuatan tersebut sehingga dapat memberikan putusan berdasarkan pada hukum. Hakim 

mempunyai tanggungjawab untuk menggali, memahami dan menerapkan hukum-hukum yang hidup 

dalam masyarakat berdasar nilai budaya Bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan substansial. 

Hukum tidak hanya dilihat dari segi formal di atas kertas belaka, melainkan disesuaikan dengan 

perkembangan dan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya antara hukum dan moral 

menurut K. Bertens sebagaimana dikutip dalam artikel “Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai 

Suatu Keutamaan”, mengemukakan bahwa hukum membutuhkan moral, terdapat keterkaitan yang erat 

antara hukum, moral dan agama. Hukum yang tidak disertai dengan moralitas tidak akan memiliki arti 

dan dianggap tidak berkualitas dikarenakan kualitas hukum diukur dengan moral .(Wulandari, 2020) 

F. Pendekatan Kontrol Sistem Peradilan Pidana sebagai Alternatif Mendistribusikan Keadilan 

Dalam memahami peradilan pidana sebagai suatu sistem hukum, penting untuk menekankan bahwa 

efektivitasnya sangat bergantung pada sinkronisasi dan harmonisasi antara komponen-komponen 

peradilan pidana, yaitu sub-sistem penyidikan, sub-sistem penuntutan, sub-sistem pengadilan, dan sub-

sistem pelaksanaan putusan yang diwakili oleh lembaga pemasyarakatan Waskito (2018). Sistem 

peradilan pidana tidak hanya terdiri dari struktur institusi yang terpisah, tetapi juga harus memperhatikan 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang dapat menghasilkan proses yang adil (Ghoni & Pujiyono, 

2020). 

Namun, tantangan signifikan muncul ketika perilaku korupsi, seperti suap di kalangan penegak 

hukum, merusak budaya hukum yang seharusnya mendukung penegakan hukum yang baik. Korupsi 

dalam penegakan hukum tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem, tetapi juga 

mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan sering kali berbasis pada kepentingan 

individu daripada keadilan (Ginting et al., 2024). Ketika polisi mengandalkan praktik-praktik yang tidak 

etis dalam proses penyidikan, seperti paksaan atau penyiksaan, ia menciptakan kekacauan dalam proses 

peradilan pidana yang selanjutnya, mengakibatkan keputusan yang tidak adil atau tidak valid (M. et al., 

2023). 

Penting untuk menyadari bahwa persepsi peradilan pidana sering kali dipahami secara sempit 

sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, padahal lebih dari itu, peradilan pidana adalah sistem yang 

kompleks yang seharusnya mencerminkan interaksi yang baik antara instansi penegak hukum untuk 

menjaga ketertiban sosial dan keadilan (Prasetyo & Herawati, 2022). Dalam konteks ini, interaksi antara 

penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan haruslah selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang 

lebih luas dan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan pencegahan re-offending (Al-

Ghony et al., 2024). 

Sistem peradilan pidana idealnya harus berkembang dan tidak terjebak dalam pendekatan yang 

kaku dan prosedural. Penegakan hukum harus mencerminkan kemanusiaan dan menekankan pada 

pencarian keadilan, bukan semata-mata pada hukuman yang retributif. Ini menggarisbawahi pentingnya 
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reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia untuk mencapai keadilan yang 

sesungguhnya (Azzizah & Harefa, 2023). 

Penguatan dalam sistem peradilan pidana harus melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai 

prinsip dasar hukum, penerapan keadilan restoratif, dan penyusunan kebijakan yang mendukung interaksi 

yang harmonis antar komponen peradilan pidana (Setyowati, 2020). Keterlibatan masyarakat dalam 

memantau dan mendukung praktik peradilan yang adil juga penting untuk membangun kepercayaan dan 

legitimasi terhadap institusi hukum (Juwitanto et al., 2023). 

Dengan demikian, untuk menanggulangi tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, 

termasuk praktik-praktik tidak etis dan ketidakadilan, perlu dilakukan reformasi yang meliputi struktur, 

substansi, serta budaya hukum, agar tercipta sistem peradilan yang efektif, adil, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat (Wardhana, 2021). 

Hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan bukan semata 

prosedur hukum yang kaku. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana seharusnya menghormati prinsip-

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pengakuan terhadap martabat manusia (Holili et al., 2024). Ketika 

penegakan hukum hanya berlandaskan pada mekanisme dan prosedur yang kaku, aspek kemanusiaan 

sering kali terabaikan, terutama saat penggunaan upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan, yang 

dilakukan secara berlebihan (Suwandewi & Adiyaryani, 2020). 

Penting untuk dilakukan reformasi sistem peradilan pidana yang bersifat integral, yang mencakup 

penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Konsep "sistem peradilan 

pidana yang terpadu" mengindikasikan bahwa semua tahapan tersebut harus saling berkesinambungan. 

Pengabaian terhadap prinsip-prinsip peradilan yang baik dapat berakibat fatal, sebagaimana yang terlihat 

dalam kasus Ket San, di mana tindakan polisi dalam penangkapan dan penyidikan yang tidak profesional 

menciptakan ketidakadilan dalam proses peradilan (Holili et al., 2024). 

Untuk mencapai peningkatan dalam penegakan hukum yang mengedepankan nilai-nilai 

kemanusiaan dan due process of law, perhatian lebih perlu diberikan pada pengendalian tindakan 

sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Sudah saatnya untuk merombak "kekuasaan kehakiman" 

dalam konteks hukum pidana, agar tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang memerintah, tetapi juga 

sebagai entitas yang berfokus pada keadilan (Sanjaya, 2023). 

Reformasi ini harus didukung oleh pemahaman mendalam tentang makna penegakan hukum, yang 

tidak hanya berfokus pada proses hukum yang berjalan, tetapi juga pada interaksi antara berbagai lembaga 

penegak hukum dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum itu sendiri. Pendekatan keadilan restoratif, 

yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi, dapat menjadi alternatif dalam mengatasi konflik dan 

kejahatan, dengan menempatkan kepentingan korban dan masyarakat pada posisi yang lebih sentral 

(Marbun, 2021). 

Dalam konteks penegakan hukum, keberhasilan implementasi sistem peradilan pidana tergantung 

pada integritas dan moralitas semua aktor dalam sistem ini, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga 

pemasyarakatan. Tanpa adanya landasan etis yang kuat, penegakan hukum akan terus mengalami 

masalah, yang pada gilirannya akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Musakkir et al., 

2023). 

Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendorong dialog dan reformasi agar penegakan hukum 

di Indonesia dapat lebih manusiawi, adil, dan menyentuh aspek-aspek kemanusiaan yang fundamental 

(Suwandewi & Adiyaryani, 2020). 

  

https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index


Volume 14 No. 1. Mei  2025                       https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index 

 

585 
 

 

CONCLUSION 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan "Perang Terhadap Narkotika" di 

Indonesia memiliki justifikasi sosial yang kuat, dampak dari kebijakan ini sering kali berujung pada 

praktik penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Penjebakan, 

rekayasa, dan teknik deceptive dalam penyidikan, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menjadi 

faktor penyebab utama praktik testilying di persidangan. Proses ini terjadi akibat tingginya tekanan untuk 

menghasilkan kasus yang dapat dipertanggungjawabkan, yang sering kali mendorong polisi untuk 

memberikan kesaksian yang tidak akurat, bahkan bohong, untuk mencapai tujuan "perang melawan 

narkotika." 

Praktik testilying ini berpotensi merusak sistem peradilan pidana Indonesia, yang semestinya 

berlandaskan pada keadilan, moralitas, dan prinsip hukum yang objektif. Dalam beberapa kasus, seperti 

yang ditunjukkan dalam putusan Mahkamah Agung terhadap Ket San, meskipun terdapat bukti kesalahan 

dari pihak polisi, sistem hukum telah berhasil menggali keadilan melalui evaluasi kesaksian yang tidak 

dapat diterima dan penyelidikan yang lebih mendalam. Kasus ini menunjukkan pentingnya sistem hukum 

yang tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi. 

1. Evaluasi Kebijakan "Perang Terhadap Narkotika": Kebijakan yang ada perlu ditinjau kembali 

untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengorbankan keadilan. Pendekatan yang 

lebih berfokus pada rehabilitasi dan pencegahan, serta keseimbangan dengan penegakan hukum 

yang adil, perlu dipertimbangkan. 

2. Penyusunan Regulasi yang Lebih Tegas terkait Teknik Investigasi: Undang-Undang Narkotika 

dan teknik investigasi yang diizinkan harus lebih jelas dan terperinci agar tidak ada ruang bagi 

penyalahgunaan seperti penjebakan dan testilying. Diperlukan mekanisme yang lebih ketat 

untuk pengawasan terhadap aparat penegak hukum. 

3. Reformasi Peradilan Pidana: Untuk memastikan sistem peradilan pidana yang efektif dan adil, 

perlu dilakukan reformasi dalam struktur, substansi, dan budaya hukum di Indonesia. Prinsip 

keadilan restoratif dan pemulihan harus menjadi bagian dari kebijakan hukum untuk 

memastikan bahwa hukuman tidak hanya berfokus pada balas dendam, tetapi juga pada 

perbaikan dan reintegrasi sosial. 

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum: Penegak hukum, 

termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan tentang pentingnya menjaga 

moralitas dan etika dalam proses hukum. Masyarakat juga harus didorong untuk berpartisipasi 

dalam memastikan keadilan melalui mekanisme pengawasan yang lebih baik. 

5. Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat: Menyebarluaskan pemahaman hukum yang lebih baik 

kepada masyarakat luas tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang adil, agar 

masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi penerapan hukum yang benar dan 

transparan. 
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